PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
DAN
KELURAHAN GUNUNG JATI
KECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini,
Puluh Lima,

SAHINUDDIN, S.H, MH.
[

HIKMA SANTY ARIES, S.Si

NOMOR : 47/HK.02.00/K.8G-17/10/2025
NOMOR: 0% /g [x/102¢

a
Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Du
bertempat di Kota Kendari, yang bertanda tangan dibawah ini :

© Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Kendari, yang berkedudukan di Jalan Chairil Anwar
No. 120, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

: Lurah Gunung Jati dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kelurahan Gunung Jati berkedudukan di
Kelurahan Gunung Jati , Kecamatan Kendari, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan

secara sendin-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut :

1)

2)

Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Kab/Kota yang
berkedudukan di wilayah kecamatan yang bertugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pelaksanaan kegiatan
pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelaygnan masyarakat,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan Prasarang
dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemgsyarakatan;
Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada Poin Kesaty dan Poin
Kedua, PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Be

o : rsama
yang dituangkan dalam Perjanjian Kersama atas prinsip kemitraan dan

saling



akat
menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan Masyar

melalui Pengawasan Partisipatif.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2

2)

3)

4)

S)

6)

2

—

s

014 Tentgg'g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2

Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587:;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pem:emur,
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gu ublik
Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rep blik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara .Repu an
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir depgtah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan F’e"f'e"'"t .
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketlg§ ata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupaf'v dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia TahurT
2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaiman telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonedis Tahun 2023 Nomor 54,
tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
72);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Tahun
2025 Nomor 664);

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Pengawasan Penyusunan Pemutkahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BABI
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1
Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan
prdoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerjasama yang ditentukan
dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
Nota Kﬁ ahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan
Pamsipatggelalui pelibatan masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif:

A



BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2 o
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : - pemill
1) P%lakgan‘;an pengawasan Isu-isu strategis dalam penyelenggarad
Umum/Pemilihan,

: : ia; yatan
2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 1 dan pend
3) Dukungan sosialisasi, peningkatan Pendidikan Remilh nilin
artisipasi masyarakat; , .o Data P€
4) ::Ilembzka posko pengaduan masyarakat terkait Pemutakhire?
Berkelanjutan;

N n; dan
5) Mendorong Partisipatif aktif masyarakat melalul pojok p?:g?(wa::panjan g
B) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA P Ssing PIHA
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-m

tidak

BAB Il
PELAKSANAAN
Pasal 1 i
1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad
* baik PARA PIHAK;

2) N_aota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA.PIHAK y:n?e‘:';:::
d%tuangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesual dengan ke g
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesa
yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;

3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada Ayat (2) PARA
PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;

4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama
dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan
mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4
1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota
Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah
satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang
mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahy maksud’
tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan

sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum ren
: cana pe
atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini. berubahan

2)

-



oleh PARA PIH .
2) Segala biaya ;\a'tx Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
dibebankan ke adg imbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman in
tanggung jawart)) d anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas:
Kesepahaman d'ar?/:?a kZWQnangan masing-masing PIHAK berdasarkan NOt:
U aari sumber lain ' tentua
perundang-undangan yang beriaku, nya yang sah sesuai dengan ke

L BAB VI
- ADENDUM
. Pasal 6
Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan
Jdiatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

J BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 7
1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang
disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan
wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Nota
Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure)*;
Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman
ini meliputi bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan
atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan
perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib
memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai
dengan alat bukti paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

2)

3)

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan
perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara

musyawarah untuk mufakat.
k
A



BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan

perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara

musyawarah untuk mufakat.

1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK
menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai

berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama
Jabatan :
Alamat :

Telepon :
Email

: Sahinuddin, S.H. M.H

Ketua Bawaslu Kota Kendari

Jalan Chairil Anwar No. 120, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan
Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
082111238443

: bawaslukotakendari@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama
Jabatan:
Alamat :

Telepon :
Email

: Hikma Santy Aries, S.Si

Lurah Gunung Jati

Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara

082337047717

2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1),

PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban

untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3
(tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan
atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai
cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PARA PIHAK

LURAH GUNUNG JATI

=) B
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Hikma Sa Aries, S.Si
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